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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum di daerah Lamaru 

menurut aspek kepastian hukum,  Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

yaitu penelitian yang didasarkan oleh beberapa pertanyaan yang di tanyakan 

kepada warga, mahasiwa dan RT setempat. Namun, dalam praktik penegakan 

hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum 

lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Penegakan 

supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan 

atau ketertiban yang dibutuhkan.  Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok 

adalah menysinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat 

penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum 

masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus 

ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. 

Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat 

kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau 

rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan supremasi hukum adalah 

sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang 

dibutuhkan. Dalam penegakan hukum tersebut, yang pokok adalah 

menysinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak 

hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. 

Kata-kata kunci: 

Penegakan Hukum;  
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Kesadaran Hukum; 

Kepatuhan Hukum; 

Budaya Hukum. 
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 The Compliance and Compliance with the Law of the Lamaru Community in 

Indonesia. This study aims to determine law enforcement in the Lamaru area 

according to the aspect of legal certainty. This study uses the interview method, 

namely research founded on several questions that I love the residents, students, 

and the local RT. However, in the current practice of law enforcement, the 

priority of legal values is more prominent than the community's sense of justice. 

The enforcement of the rule of law is a human effort to achieve the required order 

or need. In law enforcement, the primary thing is to synergize the three pillars, 

namely laws and regulations, law enforcement officers, and the lawful culture of 

the community. Community legal awareness as an embodiment of the lawful 

culture of the community must continue to be instilled so that compliance with the 

law can continue to be improved. Within the legal culture, it can be seen that a 

tradition of everyday people's behavior is in line with and reflects the will of the 

law or lawful signs that have been set for all legal subjects in the life of the nation 

and state. The enforcement of the rule of law is a human effort to achieve the 

required order or need. In law enforcement, the main thing is to synergize the 

three pillars, namely laws and regulations, law enforcement officials, and the 

legal culture of the community. 
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Pendahuluan 

Manusia sebagai mahluk sosial yang bersifat zoon politicon (Aristoteles) yang nyata dalam 

kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai 

kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu 

sering terjadi ketidakseimbangan/ketidakserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan 

antarmanusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang dipandang 

sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya 

sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan 

keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang 

yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah 

hukum yang ada di masyarakat (Hasibuan, 2013). Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang 

tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. 

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan untuk 

merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh 

segelintir orang tidak diindahkan keberadaannya. Tidak jarang hukum itu diciderai, dilanggar, bahkan 

dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih 

menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat (Suryaningsi et al., 2022). Orang-

orang tersebut merupakan orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh terhadap hukum. 

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin 

kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara 

pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang 

dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah 

berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-

ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah 

yang dikehendaki (Alias & Suryaningsi, 2021; Antonio & Suryaningsi, 2022; Ayu & Suryaningsi, 2021; 

Maharani & Suryaningsi, 2021). Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan 

diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran 

hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. 

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih 

patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat. Kesadaran 

berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, 

menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami 

oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti 

betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya(Usman, 

2015). Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara 

ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan 

dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum.  

Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum 

yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam 

kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa 

tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya 

kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan 

pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum 

memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan 

akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum 

tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. 
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Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya 

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau 

tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi 

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran 

Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa 

yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat 

terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap 

orang lain. Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum. Paul Scholten 

menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa 

hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana 

kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan 

tidak dilakukan. 

Mengawali pembahasan ini, akan dijelaskan terlebih dahulu terminologi dalam kesadaran hukum. 

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. 

Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-

peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong 

menyebutnya sebagai bagian dari “kultur hukum”, yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi 

bekerjanya hukum. 

Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan 

tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum 

dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang 

menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya 

kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas 

serta jenisnya. 

Peranan hukum didalam masyarakat sebagimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin 

kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola 

perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang 

dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah 

berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-

ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah 

yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan 

dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum 

sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. 

Metode 

Metode penelitian ini menggunakan studi normatif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan 

wawancara. Metode yang saya pakai adalah metode kuantitatif. Saya mewawancarai beberapa 

masyarakat di wilayah Rt 29 Kelurahan Lamaru,salah satunya adalah ketua rt dan warga setempat. Ada 

beberapa pertanyaan yang saya ajuan mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum Indonesia di wilayah 

Lamaru. Hasil yang didapat dari wawancara tersebut saya masukan ke dalam artikel yang dibuat. Teknik 

analisis dilakukan dengan menginterpretasi hasil data. 

Hasil dan Pembahasan 

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari 

berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang 

dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan 
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seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat 

sekelilingnya. 

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara 

ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan 

dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan 

kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum 

berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa 

takut akan sanksi. 

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar 

untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka 

hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti 

melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi 

hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum 

sehingga mendapat ancaman hukuman. 

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Kesadaran hukum sebenarnya 

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau 

tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi 

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian. 

Cita negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia adalah cita-cita negara hukum 

yang demokratis dan negara demokratis berdasarkan hukum. Cita-cita negara demokratis dapat dilihat 

dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan bahwa kedaulatan 

adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sedangkan cita-cita negara hukum 

ditegaskan dalam Penjelasan yang saat itu menjadi salah satu bagian UUD 1945. Didalam penjelasan 

yang saat itu dikenal dengan istilah “tujuh kunci pokok penyelenggaraan negara”, kunci pertamanya 

menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan 

kekuasaan belaka (machtsstaat). Pasca perubahan UUD 1945, Pasca perubahan UUD 1945, cita-cita 

negara tersebut tetap dipegang teguh dan dipertegas keberadaannya. Walaupun penjelasan UUD 1945 

dihapuskan, namun sesuai dengan kesepakatan arah perubahan UUD 1945 yang dibuat oleh MPR, hal-

hal normatif yang terdapat dalam penjelasan dipindahkan dalam pasalpasal. Hal itu dapat dilihat dengan 

jelas dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada 

ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan UUD serta penegasan bahwa negara Indonesia 

negara hukum.  

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan 

mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick 

dan Silbey Kesadaran Hukum”mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan 

intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman 

dan tindakan orang- orang. (Hasibuan, 2013) 

 

Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan perubahan sosial yang dewasa ini menjadi 

perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam usaha pembangunan. Sejak awal pemerinntahan Orde 

Baru (Orba) secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

(MPR) Nomor IV /MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, 

tertib hukum dan Penegakan Hukxdrum (Ellya Rosana, 2014). 

Hukum Indonesia tidak terancam dengan adanya regulasi kebijakan, meskipun secara praktis 

sangat dibutuhkan untuk kondisi Indonesia saat ini. Disamping itu dalam suatu sistem pemerintahan 

yang berdasarkan asas good governance sebagai penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan 

tugas pemerintahannya, tentunya tidak dapat dihindarkan timbulnya permasalahan hukum dan 
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administrasi karena pemerintah juga harus diawasi oleh masyarakat dan organisasi. Hal yang sama 

terjadi dengan berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintah Daerah harus diberikan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam 

hal perizinan mineral dan batubara. pertambangan di wilayah kabupaten/kota. Absennya peran 

pemerintah daerah mengakibatkan tidak adanya fungsi pengawasan, pembinaan dan pengendalian 

dampak negatif pascatambang seperti rusaknya areal pertambangan (Suryaningsi, 2020) 

Ide negara hukum sesungguhnya telah telah lama dikembangkan oleh para filsuf untuk mencapi 

negara yang negara yang dicita-citakan. Plato, pada awalnya dalam the Republic berpendapat bahwa 

adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk 

itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the 

philosopher king). Namun dalam bukunya “the Statesman” dan “the Law”, Plato menyatakan bahwa 

yang dapat diwujudkan adalah yang paling baik kedua (the second best) yang menempatkan supremas 

i hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintah 

oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuannegara menurut Aristoletes adalah untuk mencapai kehidupan 

yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah 

wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara 

diperlukan dalam pembentukannya.  

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah 

Jerman yaitu “rechtsstaat“ antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-

lain. Sedang dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “ The 

Rule of Law “ yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan 

istilah nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara 

adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut istilah “rechtsstaat” mencakup empat 

elemen penting, yaitu; 1) perlindungan hak asasi manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) usaha negara. 

Sedangkan A.V. Dicey menyebut tiga ciri penting “ The Rule of Law”, yaitu; 1) spremacy of law; 2) 

equality before the law; dan 3) due process of law.  

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah 

masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Melihat kecenderungan perkembangan negara 

hukum modern yang dipengaruhi oleh perkembangan kompleksitas kehidupan berbangsa bernegara 

serta kemujian teknologi, lahirlah prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum.  

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan 

meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2015). Sila pertama 

Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh 

karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Sementara itu, hasil peta yang dirilis oleh Gallup International, menempatkan 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi (Wahyudi, 2016). 

Hukum Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. 

Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-

pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak 

sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan 

meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas 

atau intensitas serta jenisnya. 

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan 

eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu 

proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Sejak awal tidak ada kesepakatan 

yang jelas tentang konsepsi kesadaran hukum, juga dipertanyakan apakah kesadaran hukum sama 
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dengan perasaan hukum. J.J. Von Schmid (1965) memberikan ulasan tentang perasaan hukum, yaitu 

bahwa penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum 

lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah 

dilakukannya melalui penafsiran secara ilmiah. 

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti 

kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum 

manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, 

sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa 

kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum. 

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia 

merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. 

Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana 

hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan 

keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui sutu cara pemikiran dan 

cara penafsiran tertentu. 

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam 

kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan 

dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang 

terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Ragil & 

Suryaningsi, (2021) mengakui bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia terjadi karena ketiadaan 

budaya hukum yang kuat pada masyarakat Indonesia. Karenanya, Mega mengimbau masyarakat 

melalui para pemimpin golongan yang ada di Indonesia untuk bersama meningkatkan kualitas 

masyarakat Indonesia. Kualitas bangsa dan negara bergantung pada kualitas warga negaranya dan 

golongan-golongan yang ada dinegara tersebut. (Ruslan & Suryaningsi, 2021) mengatakan bahwa 

lapisan kepemimpinan seluruh golongan untuk secara berencana dan singkron, mengadakan penataan 

masing-masing golongan sebagai sub sistem dari sistem nasional. Jika hal itu dapat dilakukan, 

setidaknya dapat dicegah benturan antara unsur bangsa ini dan menimbullkan efek sinergi dari seluruh 

potrensi nasioanl yang kita miliki.  

 Mulawarman et al., (2020) juga mengatakan bahwa kualitas warga negara dan golongan tersebut 

pada saat yang sama juga akan mencerminkan budaya hukum yang kuat. Sikap perilaku dan tingkat 

kepatuhan terhadap norma maupun aturan yang berlaku sangat menentukan dalam upaya mewujudkan 

ketertiban dan penegakkan hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih sangat kurang 

sehingga mengakibatkan timbulnya permasalah hukum tersebut. Peta permasalahan penegakkan hukum 

dewasa ini nampaknya juga tidak terlepas dari ketiadaan kondisi. Oleh karenanya hukum harus 

memiliki kewibawaan dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya 

dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri (Umara & Halim, 2021).  

Upaya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam Negara hukum, 

dimana hukum harus dapat merubah mayarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa 

dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. Dengan adanya 

kepedulian, kesadaran, dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka itu 

merupakan salah satu upaya agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik . Upaya lainnya bisa 

dengan meningkatkan sosialisasi terhadap peraturan atau undang-undang baru yang tentunya sangat 

bermanfaat bagi masyarakat dan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa 

menjawab segala hal-hal yang masih dianggap tabu oleh masyarakat luas  

Selain tingkat kepatuhan masyarakat pada norma dan aturan sebagai indikator sukses tidaknya 

penegakkan hukum, dalam tatanan kelembagaan yang menjadi ukuran adalah kondisi badan-badan yang 

ada di bawah pemerintah. Juga pada kegiatan konvensi kenegaraan yang masing-masing tunduk pada 

UU yang mengaturnya, serta lembaga peradilan. Khusus mengenai lembaga peradilan, kondisi di 
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Indonesia secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN) masih menjadi primadona pada sebagian kasus di lembaga peradilan di 

Indonesia dan menjadi salah satu faktor penentu dalam keluarnya suatu keputusan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh mengungkapkan bahwa mafia peradilan di Indonesia masih 

merajalela. Kegiatan ini melibatkan seluruh pelaku yang ada di lembaga peradilan dan terjadi secara 

sistemik. Di peradilan pidana, korupsi melibatkan mulai dari polisi, panitera, jaksa dan hakim, serta 

petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Di peradilan perdata dan niaga, mafia peradilan juga melibatkan 

pengacara, panitera, dan hakim. 

Simpulan 

Di Indonesia banyak sekali hal-hal yang terjadi, mulai dari manusia yang tertib hukum sampai pada 

manusia yang gagal mentaati hukum. Hal itu tentu sangat berpengaruh terhadap keamanan dan 

kebersamaan hidup bermasyarakat. Jika kita sudah konsisten membangun Negara ini menjadi Negara 

hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, 

tidak memihak kepada siapapun, dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. 

Disitulah letak keadilan hukum. Namun jika hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya 

lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan 

memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Negara hanya menyediakan 

fasilitas bagi terjadinya penegakan hukum, sedangkan selebihnya diserahkan kepada rakyat untuk 

bertindak (atau tidak bertindak) dengan menggunakan fasilitas yang disediakan tersebut. Kekuasaan 

tersebut berupa pengetahuan, status, hubungan-hubungan sosial, dan kemampuan ekonominya. Dengan 

kekuasaannya itu, mereka lebih mampu mengendalikan dan memanfaatkan penegakan hukum. 
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